
BUPA丁音LAMPUNG SELA丁AN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

-　暮　NOMOR G2-O TAHUN2022

TENTANG

TATA K田LOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang　: a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

bersih, efektif, tranSParan, dan akuntabel serta pelayanan

Publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem

Pemerintahan berbasis elektronik;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor　95　Tahun

2O18　tentang Sistem Pemer血tahan Berbasis Elektronik

diperlukan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis

elektronik di daerah;

C. bahwa berdasaLkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, Perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik ;

Mengingat　: 1. Pasa1 18 ayat (6) Undang輸Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-

Undang Darurat Nomor O5 Tahun 1956, Und組告-Und軸.呂

Darurat Nomor O6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II termasuk Kotapr年ja dalam Lingkungan Daerah

Tingkat I Sumatera Selatan sebagal Und紬g-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1821);

3. Undang-Undang Nomor ll Tahun 2008 tentang Inform輔i

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun　2008　Nomor　58, Tambahan Republik

Indonesia Nomor 4843) ;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun　2008　Nomor　61, Tambahan Lembaran Negara

Re主)ublik Indonesia Nomor 4846) ;



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor l12, Tambahan IJembaran Negara Republik

IndonesiaNomor 5038〉 ;

6. Undang-Undang Nomor　23　Tahun　2O14　tentang

Pemehntahan Daerah　(Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun　2O14　Nomor　244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali’ terakhir dengan Undang-Undang

Nomor　9　Tahun　2O15　tentang Perubahan Kedua Atas
‾　晋ndang-Undang Nomor　23　Tahun　2014　tentang

Pemehntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 20 1 5 Nomor58’Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor5679) ;

7・ Peraturan Pemerintah Nomor　82　Tahun　2O12　tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun　2O12　Nomor 189,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5348);

8・ Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2O18, tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik;

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

4 1Tahun 20O7 tentang Panduan Umum Tata Kelola TeknoIogi

Informasi dan Komunikasi Nasional;

1O. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14

Tahun　2O16　tentang Pedoman Nomenklatur Organisasi

Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;

1 1. Keputusan Menteh Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor

1 3/KEP/ M. PAN/ 1 / 2003　　tentang Pedoman Umum

Perkantoran Elektroniks Lingkup Intemet di Lingkungan

Instansi Pemerintah ;

12. Keputusan Menteh Komunikasi dan Informatika Nomor 57

Tahun 2OO3 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk

Pengembangan e-Govemment Lembaga;

13・ Peraturan Daerah Kabupaten I急mPung Selatan Nomor　7

Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah

diubah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Nomor lO Tahun　2020 (Lembaran Daerah Kabupaten

Lampung Selatan Tahun　202O Nomor lO, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor l O主

MEMUTUSKAN:

Menetapkan　: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA SISTEM

P置MERINTÅHÅN BERBASIS ELEKTRONIK.



BABI

KETENTUAN UMUM

Pasa1 1

Dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan ini yang dimaksud dengan :

1・ Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

5. Dinas Komunikasrdan Informatika, yang Sela可utnya disebut Dinas Kominfo

adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan.

6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang Selarju血ya disingkat Kepala

Dinas Kominfo adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Lampung Selatan.

7. Perangkat Daerah, yang Selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di

lingkungan Pemehntah Daerah,

8・ Data adalah Catatan atas kumpulan fakta atau diskripsi berupa angka,karakter,

Simbol, gambar, Peta, tanda, Syarat, tulisan, Suara, dan/atau bunyi, yang

merepresentasikan keadaan yang sebenamya atau menuI可ukan suatu ide,

O匂ek kondisi, atau Situasi.

9. TeknoIogi Informasi dan Komunikasi, yang Sela亘uutnya disingkat TIK adalah

Suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menylmPan, memPrOSeS,

mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi

dan/ atau menyebarkan informasi antar media.

10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang Sela垂utnya disingkat SPBE

adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaat息m teknoIogi

informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

1 1. Tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah kerangka keIja

yang me皿as亡ikan terlaksananya pengaturanラPengaraha虹dan∴Pengendalia虹

dalam penerapan SPBE secara terpadu.

12・ Peta Rencana SPBE adalah dokumen perencanaan yang mer互adi acuan

Pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

1 3. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses

bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aPlikasi SPBE, dan keamanan

SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Pengguna Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang Sela垂utnya disebut pengguna SPBE

adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE,

antara lain Pemerintah, maeyarakat dan pelaku usaha.

14. Layanan Sistem Pemehntahan Berbasis Elektronik, yang Sela可utnya disebut

Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan

manfaat kepada pengguna SPBE.

15. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penylmPanan dan

Pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari
Penyelenggara kepada maeyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan

Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau Bahasa lokal, Serta

dis年jikan secara manual ataupun elektronik.

16. Informasi adalah keterangan, Pemyataan, gagaSan, dan tanda-tanda yang

mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun pe可elasannya



yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai

kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknoIogi informasi dan

komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

17. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termaSuk

tetapi tidak terbatas pada tulisan, Suara, gambar, Peta, ranCangan, foto,

electr〇九ic data加terlCれaれge (EDI), Surat elektronik (eledroれきc m成羽, telegram,

teleks, telecopy atau sgemSnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, Simbol, atau

Perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang

yang mampu memahaminya.

18. Infrastruktur TeknoIogi, yang Selanjutnya disebut Infrastruktur adalah

Perangkat keras, Perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penur互ang utama

untuk me垂alankan sistem, aPlikasi, komunikasi data, PengOlahan dan

Penyl皿Panan data serta membehkan layanan SPBE

19. Infrastruktur Umum Perangkat Daerah, yang Selar互utnya disebut infrastruktur

Umum PD adalah in紅astruktur pendukung operasional intemal PD selain LAN,

yang secara umum dimiliki oleh setiap PD antara la血　seperti personal

komputer, 1aptop, Printer, meSin fax, SOftware perkantoran, dan sqenlSnya.

2O. Infrastruktur Khusus Perangkat Daerah, yang Selanjutnya disebut Infrastruktur

Khusus PD adalah infrastruktur khusus yang dibutuhkan oleh PD tertentu

guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain seperti sistem

SenSOr, RFID, dan s句enlSnya.

21. Jaringan Lokal (LocaZ Area Net妙Or帰, yang Selartjutnya disebut LAN adalah

Sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubungdan

dapat berkomunikasi dalam area keIja tertentu.

22. Jaringan Jarak Jauh (鵬de Area Ne露UO坤, yang Sela可utnya disebut WAN

adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.

23. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem

komputer dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan,

PenylmPanan dan pengolahan data.

24. Pusat pemulihan bencana (Disaster RecoL,e均Ceれfer) adalah suatu fasilitas yan写

digunakan imtuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsI

Penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat te寄adinya bencana yang

disebabkan oleh alam atau manusia.

25. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur

yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.

26. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, Standar dan digunakan

SeCara berbagi pakai oleh lebih dari satu OPD.

27. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola

dan/atau digunakan oleh OPD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok

dan fungsi serta memenuhi kebu亡uhan khusus OPD.

28. Aplikasi Umum Kompleksitas Besar adalah aplikasi umum yang berdasarkan

analisis panJang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah

Pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunanya, jumlah basis

datajumlah potensi aplikasi yang ter血tegrasi, dan potensi integrasi dengan

OPD lain tinggi.

29. Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil adalah aplikasi umum yang berdasarkan

analisis paqjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah

Pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok peng糾nanya, jumlah basis data,

jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan OPD
lain rendah.



30. Sumber Daya Manusia TeknoIogi Infomasi Komunikasi, yang Selanju血ya

disingkat Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap OPD yang

berhubungan dengan pengelolaan teknoIogi informasi dan komunikasi.

3 1. Tata Kelola TeknoIogi Infomasi dan Komunikasi yang sela可u血ya disebut Tata

Kelola TIK adalah struktur,　PrOSeS,　dan mekanisme untuk

memastikankeselarasan TIK dengan tujuan dan proses bisnis OPD, realisasi

POtenSi manfaat TIK’Pengelolaan resiko TIK’dan optimalisasi sumber daya TIK.

32・ Proses TIK, yang Selapjutnya disingkat proses, adalah kumpulan aktivitas-

aktivitas terkait暮pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan

danmenghasilkan luaran tertentu.

33.OPD Mandih TIK adalah OPD yang dinilai telah mampu

membangun,mengembangkan dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur

SPBE.

34. OPD Pemilik Layanan adalah OPD yang berdasarkan uraian tugas dan

fungsmya meruPakan penanggung「aWab layanan dimaksud.

35. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis danantar

Sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, infomasi atau layanan SPBE.

36. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE da正

akses, Penggunaan, Pengubahan’Penggandaan, Penyebaran, Penghapusan,

gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.

37・ Repositori adalah tempat penylmPanan aPlikasi) SOIJroe-COde, dan berbagai

dokumentasi aplikasi lainnya.

38. Pel争yanan Leve1 1, yang Sela両utnya disebut dengan SerI元ce Desた撮er l adalah

Staf atau unit di PD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama

yang dihubungi pengguna layanan TIK (singねpo諭でcontacりuntuk selanju血ya

menyelesaikan permasalahan TIK di PD Pemilik Layanan.

39. Pelayanan Leve1 2, yang Selar寄utnya disebut dengan Ser涼ce Desた雛er 2 adalah

unit di Dinas Komunikasi dan Infomatika yang memiliki tugas dan wewenang

menyelesaikan permasalahan TIK PD yang tidak mampu diselesaikan oleh

Serひきce Des応撮er l.

4O. Portal adalah website Pemerintah Daerah yang menyediakan berbagai informasi

dan fasilitas pengu叩ungnya.

41. Domain adalah nama situs/website milik Pemerintah Daerah untuk

mempermudah pengguna intemet pada saat melakukan akses ke server.

42・ Sub Domain adalah bagian tambahan dari domain yang dimiliki oleh

Pemehntah Daerah.

Pas粗2

(1) Maksud ditetapkamya Peraturan Bupati ini untuk mengatur pelaksanaan
SPBE dilingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Peta Rencana

SPBE dan Arsitektur SPBE.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan acuan,

Pedo皿an dan panduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE dilingkungan Pemerintah

Daerah.



Pasa13

〈1) SPBE dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip

e姑k五五tas:

a. keterpaduan;

b. kesinambungan;

C. efisiensi;

d. akuntabilitas;

e. interoperabilitas; dan

f. keamanan.

(2〉 huruf a merupa臆n efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dukun芋

SPBE dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang berhasil guna sesual

dengan kebutuhan・ Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b

merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.

(3) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakaT

Pelaksanaan SPBE secara. terencana, bertahap, dan terus menerus∴SeSu紬

dengan perkembangannya.

(5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan
kQjelasan fungsi dan pertanggungJaWaban dah pelaksanaan SPBE.

(6) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan

koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik,

dalam rangka pertukaran data言nformasi, atau layanan SPBE.

(7) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan

kerahasiaan, keutuhan’ dan ketersediaan pada data dan informasl,

in缶astruktur dan aplikasi.

Pasa1 4

Ruang lingkup pengaturan dalan Peraturan Bupati ini sebagai behkut:

a. peta Rencana SPBE dan Arsitek土ur SPBE;

b. data dan informasi;

C. PuSatdata;

d. aplikasi;

e. integrasi sistem informasi infrastruktur;

f. organisasi mana:jame轟;

g. proses SPBE; dan

h. monitoring dan evaluasi.

BABII

PETA RENCANA SPBE DAN ARSITEKTUR SPBE

Pasa1 5

(1) Pelaksanaan SPBE dilingkungan Pemerintah Daerah w勾ib mengacu pada Peta

Rencana SPBE dan Årsitektur SPBE.

(2) Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



(3) Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan untuk:

a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Peta Rencana SPBE dan Arsitektur

SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu R干UMD, atau

b・ kurang dari jangka waktu 5 (1ima) tahun apabila Peta Rencana SPBE dan

Arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun beIjalan RPJMD.

(4) Dinas Kominfo melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Peta Rencana

SPBE dan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) setiap tahun.

(5) Berdasarkan hasil monitohng dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) , dapat dilakukan perubahan Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE.

(6) Perubahan Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud

Pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan :

a. perkembangan keadaan,

b. kebutuhan daerah,

C・ Perubahan RPIJMD, dan/atau

d・ ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Perubahan Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud

Pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan.

BABIⅡ

DATA DAN INFORMASI

Pasa1 6

(1) Setiap OPD merlyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
Standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan

infもmasmy急.

(3) Struktur serta fomat data dan infomasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1〉

harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prmSIP

interoperabilitas dan keamanan.

(4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan mengacu pada Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE,

Pasa1 7

(1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data

dan infomasi sebagaimana dimaksud daiam Pasa1 6 ayat (2) me可adi tanggung

」aWab PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan

fungsl maSing-maSing PD.

(2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan ・



(3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2 )dilakukan

dengan melalui:

a. menetapkan klasifikasi keamanan, Pembatasan akses dan pengendalian

keamanan lainnya;

b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;

C・ menJaga kerahasiaan data dan informasi dah pihak yang tidak berwenang;

d. menJaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan

e. me車amin ketersediaa皿akses data dan infoImaSi oleh pihak yang be王Wenang.

Pasa1 8

(1) Dalam rangka pedj.ndungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta
keutuhan data dan informasi sebagaima載a di蹴aksud dala孤Pasa1 7 ayat (1主

Dinas Kominfo menyusun kebijakan keamanan informasi.

(2) Keb$akan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mencakup
antara lain:

a. panduan penggunaan sarana-PraSarana TIK dilingkungan pemerintah

daerah, termaSuk penggunaan email resmi kantor, Penggunaan akses

intemet, Pengaksesan data kantor baik dah LAN, WAN, mauPun Intemet:

b・ Panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan

menghubungkannya dengan sarana-PraSarana TIK dilingkungan

Pemerintah daerah (ke坤akan Bring your OuLm Dez,ices atau ByOj) :

C. kewa:jiban setiap OPD untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan

Perangkat keras keamanan informasi di sistem intemal OPD tersebut atau,

d・ LAN, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Intemet,dan

e, kew句iban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras

keamanan informasi di sistem antar OPD atau WAN serta memonitor

keamanan informasi khususnya di sarana-PraSarana TIK yang menjalankan

fungsi vital bagi jalannya pemerintahan daerah.

(3) Keb竜akan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku

untuk semua OPD penyedia data dan informasi.

BABIV

PUSAT DATA

Pas瓢9

( 1) Setiap OPD dilingkungan pemerintah daerah menempatkan data di pusat data.

(2) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas Kominfo.

(3) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan fasilitas

PenemPatan, PenylmPanan dan pengolahan data.

(4) Dinas Kominfo bertanggung jawab terhadap keamanan data yang ditempatkan

Pada pusat data.

Pasa11O

(1) Penyimpanan data dilingkungan pemerintah daerah dilaksanakan secara
terpusat dan teIintegrasi di pusat data.

(2) Dalam rangka integrasi data di pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Dinas Kominfo melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari

PD pemilik data.



Pasalll

Dinas Kominfo w年jib melakukan pencadangan (bacた-1や) data secara berkala di

PuSat data.

Pas瓢12

Dinas Kominfo meI可amin kerahasiaan dan keananan data yang disimpan di dalam

PuSat data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ヽイ

BAB V

APLIKASI

Pasai 13

用Aplikasi SPBE digunakan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah untuk

memberikan Layanan SPBE.

(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. aplikasi umum, dan

b. aplikasi khusus.

(3) Aplikasi umum ditetapkan oleh instansi pusat.

(4) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) merupakan
aplikasi khusus yang dikembangkan, dikeiola dan/atau digunakan oleh OPD.

(5) Pelaksanaan perencanaan,　Pemanfaatan/Pembangunan,　Pemeliharaan

dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan sebagai berikut:

a豊Pemanfaatan aplikasi u皿um dilakukan oleh Dinas Ko皿i虹fo,

b・ PerenCanaan, Pembangunan, Pemanfaatan pemeliharaan dan/atau

Pengembangan aplikasi khusus PD dilakukan oleh PD Mandiri TIK sesuai
dengan kewenangamya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsl

masing-maSing PD setelah berkoordinasi dengan Dinas Kominfo.

(6) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dioperasikan oleh OPD pemilik
layanan.

(7) Perencanaan,　Pembangunan,　Pemanfaatan,　Pemeliharaan dan/atau

Pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada

Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE.

(8) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan standar

yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasa114

( 1) OPD yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus,
Wajib melakukan penguJlan aPlikasi yang dirancang sebelum dipergunakan.

(2) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

terhadap aplikasi harus dilengkapi‥

a. dokumen kebutuhan aplikasi;

b・ dokumen perancangan aplikasi;

C. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan

d. kode sumber.



(3) Aplikasi beserta kelengkapamya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) w勾ib

diserahkan kepada Dinas Kominfo untuk didokumentasi dan disimpan

diRepositori. Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) me再adi milik peme正ntah daerah.

(4) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian

fungsmya Oleh Dinas Kominfo.

Pasal15

( 1) Domain pemerintah daerah adalah : WWW.lampungselatankab.go.id.

(2) Setiap layanap pemerintah daerah yang berbasis鵬h捌e harus menginduk

豊霊警護i器erintah daerah dalan bentuk sub domain yang ditetapkan

(3) Setiap OPD wajib mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikantugas pokok

dan fungsl maSing-maSing PD.

BAB VI

INTEGRASI SISTEM INFORMASI

Pasal16

(1) Dinas Kominfo mengatur proses pertukaran data dan informasi pada aplikasi

yang ada disetiap instansi sehingga dapat terintegrasi dalan sebuah sistem

yang tehntegrasi.

(2) Dinas Kominfo menjamin penggunaan sumber dava informasi pada pemerintah
daerah berdasarkan krite正a informasi yang berkualitas, melindungl,

mengamankan kegiatan pertukaran data dan informasi kepada PD dalam

lingkup pemerintah daerah.

Pasa117

(1) Dinas Kominfo mengatur penerapan sistem integrasi untuk mendukung
terlaksananya sistem tata kelola pemehntahan yang baik (good goL,e柵a鵬e)

yang mencakup aktivitas yang berkaitanタ　yaitu: Pengelolaan kegiatan

Pertukaran data dan informasi ya正g tehntegrasi ke dalam sebuah sistem yang

terpusat.

(2) Pemanfaatan kem勾uan teknoIogi informasi dilaksanakan agar data dan

informasi antar PD dapat diakses secara efektif dan e鯖sien,

Pasa118

( 1) Pengelolaan dan pemanfaatan data mer可adi informasi didasarkan atas kriteha

informasl yang berkualitas.

(2) Pengelolaan dan pemanfaatan bersama data sebagai bahan informasi harus

direncanakan dengan baik yang pelaksanaannya menjadi tanggung JaWab PD

yang berwenang atas data dan informasi tersebut sesuai tugas dan fungsmya.

(3) Untuk mengolah kumpulan data yang masih mentah dan kompleks menjadi
data yang tehntegrasI SeCara akurat dan aktual maka pemerintah daerah

menerapkan sistem yang terintegrasi.



(4) Sistem yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meruPakan

Sistem yang mampu mengelola kegiatan integrasi informasi dan pertukaran

data dah beberapa Sistem Informasi Manajemen secara masif/keseluruhan.

Pas粗19

Informasi yang berkualitas dalam pengembangan dan penerapan sistem yang

terintegrasi harus memenuhi khteria, Sebagai berikut:

a. e範siensiほ節C!eれCgらmengenai ketentuan informasi melalui penggunaan sumber

daya secara optimal (Produktif dan ekonomis) dalam menghasilkan informasi.

b. kerahasiaan (CO7明de融aり, mengenai perlindungan atas informasi yang sensitif

da正pengungkap〔撃yang dilakukan oleh pihak-Pihak yang tidak memiliki

WeWen ang ・

C. integritas (融egγ垂y主berhubungan dengan ketepatan dan kelengkapan informasi,

Selain itu validitas informasi tersebut sesuai dengan nilai dan eksepektasi ke寄a.

d・ ketersediaan (az,aZZabi極れberhubungan dengan ketersediaan informasi pada

Saat dibutuhkan oleh proses keIja saat ini dan dimasa akan datang, Serta

menyangkut usaha pengamanan atas sumber daya yang diperlukan serta

kapabilitasnya ,

e. kepatuhan (CO現P職aれCe), berhubungan dengan kepatuhan pada hukum,

Peraturan dan kontrak yang mana proses ke寄a menjadi pokok permasalahan,

SeCara ekstem menentukan khteria bisnis.

f. keandalan informasi (reab概もQ手fγ昨)柵atio巾, berhubungan dengan sistem yang

menyediakan informasl yang memadai untuk manaJemen daiam menjalankan

OPeraSionalisasi orgamSaSl, menyediakan laporan keuangan bagi pengguna dan

menyediakan informasi tentang ketaatan pada hukum dan regulasi.

Pas瓢20

(1). Sistem yang mengintegrasikan dan memfasilitasi pertukaran data dan
informasi dari semua aplikasi sistem informasi yang ada dilingkungan

Pemerintah daerah akan diatur dengan peraturan tersendiri.

(2) Penyelanggaraan penerapan sistem terintegrasi dilingkungan pemerintah
daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta Peta

Rencana SPBE serta Arsitektur SPBE.

BAB VII

INFRASTRUKTUR

Pasa121

(1) Perencanaan,　Pembangunan,　Pemeliharaan,　PengOPeraSian dan/atau

Pengembangan infrastruktur wajib mengacu pada Peta Rencana SPBE dan

Arsitektur SPBE.

(2) Perencanaan,　Pembangunan,　Pemeliharaan,　PengOPeraSian dan/atau

Pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan

Sebagai berikut:

a. dinas Kominfo melaksanakan perencanaan, Pembangunan, Pemeliharaan,

PengOPeraSian dan/ atau pengembangan infrastruktur WAN hingga router PD
Seluruh pemerintah daerah, termaSuk jaringan fiber optic pemerintah

daerah.



b・ PD yang telah mampu membangun, mengembangkan, dan mengelola

aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE (PD Mandiri TIK) melaksanakan

PerenCanaan, Pembangunan, Pemeliharaan, PengOPeraSian dan/ataT

Pengembangan in紅astruktur LÅN da皿in缶astruktur khusus PD sesual

dengan kewenangannya dengan memperha缶kan tugas pokok dan fungsl

masing-maSing PD.

(3) Perencanaan,　Pembangunan,　Pemeliharaan,　PengOPeraSian dan/atau

Pengembangan infrastruktur LAN dan infrastruktur khusus selain PD Mandiri
TIK dapat dilaksanakan oleh Dinas Kominfo.

Pasa1 22

Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 2 1 harus sesuai dengan standar

yang di土etapkan dan ketentuan pe工undang-undangan yang be工laku.

Pasa1 23

(1) Setiap PD watib menyerahkan diagram infrastruktur LAN terkini kepada Dinas
Kominfo paling sedikit l (Satu〉 kali dalam setahun.

(2) Setiap PD w勾ib melaporkan detail perubahan infrastruktur LAN apabila

terdapat perubaha.n infrastruktur LAN.

BAB VIH

ORGANISASI DAN MANAJEMEN

Bagian Kesatu

Penetapan PD Mandiri TIK

Pasa1 24

(1) Dalan rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas

Pemeri韓tah daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta

tuntutan layanan berbasis TIK, maka dapat ditetapkan PD Mandih TIK.

(2) Penetapan PD Mandih TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
Setelah melalui proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD.

(3) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan oleh Dinas Kominfo.

(4) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan dengan mendasarkan pada kriteria sebagai behkut:

a. memiliki SDM TIK; dan

b・ telah memiliki pengalaman membangun,　mengelola dan/atau

mengembangkan aplikasi khusus secara mandiri.

(5〉 Berdasarkan hasil proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD

Sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kominfo mengusulkan PD yang

layak untuk ditetapkan sebagai PD Mandih TIK kepada Bupati.

(6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Bupati menetapkan
PD Mandiri TIK dengan keputusan Bupati.



Bagian Kedua

Pembentukan Tim Pengarah SPBE

Pasa1 25

(1) Dalam rangka mer垂min keberhasilan pelaksanaan tata kelola teknoIogi

informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan SPBE di Daerah, Bupati

dapat membentuk Tim Pengarah SPBE.

(2) Pembentukan Tim Pengarah SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Jceputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Manajemen Sumber Daya Manusia TIK

Pasa1 26

( 1) Dalam rangka pelaksanaan penyelesaian permasalahan TIK, maka :

a. setiap PD menu巾uk minima1 1 (Satu) orang staf atau membentuk unit

untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus

SerL,ice DesたHer l, dan

b・ dinas Kominfo membentuk unit sebagai SerL,jce Desた撮er 2.

(2〉 Se扇ce Desた7龍r l sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berta皿ggung-

jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan TIK ditingkat PD.

(3) Dalam hal Se7Uice Desた耽er l tidak mampu menyelesaikan permasalahan TIK

d弛ngkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Serひ[ce Desた雛er l

menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke SerL,Zce Desた撮eγ 2, Ser面ee

Desた雛eチ2 bertanggung|aWab menyelesaikan peImaSalaha皿TIK yang tidak

mampu diselesaikan SerL,tCe Desた雛er l.

(4〉 Dinas Kominfo melakukan koordinasi dan supervisi antara Ser拐ce Desた撮er l

dimasing-maSing PD dengan Se扇ce Desた耽er 2 di Dinas Kominfo.

Pasa1 27

(1) Pemerintah daerah berkew却ban meningkatkan kompetensi Sumber Daya

Manusia TIK di Dinas Kominfo dan semua PD.

(2) Kebutuhan SDM TIK, kompetensi dan serti鱒kasi bidang TIK dis勾ikan di Peta

Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE.

BABIX

PROSES SPBE

Pas瓢28

(1) Setiap PD Mandiri TIK menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) seluruh

PrOSeS manaJemen TIK.

(2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengacu pada :

a. peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE: dan

b・ ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BABX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasa王29

( 1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SPBE.

(2) Monitohng dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

(3) Pelaksanaan mo壷oring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada秘「at (2)

dapat dilibatkan PD terkait.

(4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE paling

Sedikit l (Satu) kali dalam l (Satu) tahun.

(5) Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kominfo dilaporkan
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BABXI

PEMBIAYAAN

Pasa1 30

Pembiayaan pelaksanaan SPBE dilingkungan pemerintah daerah bersumber dari

Anggaran Pe皿dapatan dan Belanja Daerah dan/atau s虹皿ber pembiayaan lainnya

yang sah.

BABXII

KETENTUAN LAuN-LAIN

Pasa131

Ketentuan lebih la可ut terkait teknis pelaksanaan SPBE dilingkungan pemerintah

daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kominfo dengan berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.



BABXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasa1 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan・

Agar se仕ap orang meI手getahuinya’memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda

Pada tanggal i5_牢rfuし

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

2022

Diundangkan di Kalianda

pada tanggal妻e 4申し　　　2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

TH卦葛へ
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2O22 NOMOR.し貌.

NANANG ERMANTO
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